ABSTRAK

Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan oleh Negara berupa Hak
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atau
dasar penguasaan yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak
dimanfaatkan sesduai dengan keadaanya. Dalam skripsi ini penulis mengutamakan
bagimana kepastian hukum pada pemilik sertifikat hak milik yang tidak sengaja
menelantarkan tanahnya jika tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah terlantar.
Yang mana hal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Pokok Agraria,
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar.

Tujuan dari penelitian ini diharapkan agar dapat mengetahui kepastian
hukum bagi pemilik sertifikat hak milik jika hilangnya kepemilikan atas tanah
karena diterlantarkan, untuk mengetahui dampak hukum akibat tanah yang
dinyatakan terlantar terhadap pemilik, dan untuk mengetahui upaya hukum yang
dapat dilakukan oleh pemilik hak yang tanahnya telah ditetapkan sebagai tanah
terlantar.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dekriptif analitis,
metode atau cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui
data-data yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku serta dengan
teori hukum. Dengan pengumpulan data menggunakan cara observasi dan
wawancara serta menggunakan studi pustaka lainya.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria, Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.

Penelitian ini dapat disimpulkan kepastian hukum pada pemegang sertifikat
hak milik mungkin dapat jaminan perlindungan karena hak atas tanah yang sudah
di daftar dapat dilihat dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, karena hak
milik adalah hak yang terkuat dan terpenuhi akan tetapi jika hak atas tanah yang
dipunyai perseorangan dan badan hukum tidak bersifat mutlak jika bertentangan
dengan dasar hukum yang sudah ada di dalam Pasal 27 Undang-Undang Pokok
Agraria dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010. Dalam hal ini menimbulkan
dampak hukum yaitu putusnya hubungan antara subjek pemegang hak atas tanah
dengan objek dan tanah tersebut dikuasai oleh negara yang dinyatakan dalam Pasal
9 PP No 11 Tahun 2010. Upaya yang dilakukan jika tanah tersebut ditetapkan
sebagai tanah terlantar yaitu: Upaya Perlindungan hukum bersifat preventif dan
represif
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